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Made Sanjaya. E 0005215. 2011. IMPLIKASI ATAS PERUBAHAN 
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP BIROKRASI 
PUBLIK DI KABUPATEN SRAGEN.  Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang implikasi atas 
perubahan status Desa menjadi Kelurahan Terhadap Birokrasi Publik di 
Kabupaten Sragen.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif. 
Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 
penulis adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, Analisis data yang 
digunakan oleh Penulis adalah model analisis interaktif  atau yang lebih dikenal 
dengan “Interactive Model Of Analysis”.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status Desa menjadi 
Kelurahan Terhadap Birokrasi Publik di Kabupaten Sragen memiliki implikasi 
terhadap struktur pemerintahan daerah terutama yang sebelumnya desa berubah 
menjadi kelurahan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 masih 
berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Sedangkan pada Peraturan 
Daerah Nomor 21 Tahun 2006 sudah berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004. 
Status birokrasi publik setelah terjadi perubahan tersebut menjadi pejabat 
daerah non-PNS, sehingga walau berubah menjadi kelurahan namun pejabat yang 
menjabat tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan hanya mengabiskan 
masa jabatan dan setelah itu digantikan oleh pejabat yang berdasarkan 
pengangkatan dari pemerintah daerah. Upah yang diterima oleh birokrasi publik 
yang menjabat pun menjadi turun dari 724.000 rupiah menjadi 315.000 rupiah dan 
pengharapan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Birokrasi publik pun 
menjadi lebih baik dari sebelumnya. Permasalahan lain yang timbul setelah 
perubahan status Desa menjadi Kelurahan, diantaranya belum adanya peraturan 
yang mengatur secara khusus mengenai penghasilan untuk Perangkat Daerah 
Non-PNS. 
Solusi yang dapat diberikan dalam permasalahan tersebut sebagai berikut, 
memperjelas kembali penghasilan yang diterima oleh Perangkat Daerah Non-PNS 
terutama dimasukkan dalam peraturan tertentu dan dibuatkan peraturan secara 
tertulis baik dalam Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati mengenai 
kedudukan dan keuangan Perangkat Daerah Non-PNS, serta meningkatkan peran 




















































Made Sanjaya. E 0005215. 2011.IMPLICATION OF THE CHANGES IN 
THE STATUS OF VILLAGE BECOME KELURAHAN TOWARD THE 
PUBLIC  BUREAUCRACY IN SRAGEN REGENCY.  Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
 The aim of this Legal Research is to know about implications of the 
changes in the status of village become kelurahan toward the public Bureaucracy 
in Sragen regency. 
 This research is descriptive empirical legal research . The method used in 
this research is juridical normative research. Primary and Secondary data sources 
used in this research. Data collection techniques used by the writer is literature 
study and practically study. Data Analysis used by the writer is Interactive Model 
Of Analysis. 
The result showed that changes in the status of village become kelurahan 
toward the public Bureaucracy in Sragen regency have implication toward local 
governance structures especially for the changes from village become kelurahan. 
In the local regulation number 29 of 2003 still based on constitution number 22 of 
1999 whereas in the local regulation number 21 of 206 based on constitution 
number 32 of 2004. 
 The status of public bureaucracy after these changes occur become local 
officials of non-civil servant. So althought it changes become kelurahan but the  
officials who served was not change into civil servant and only spend a term of 
office and then replaced with new officer based on command from local 
government. Wages earned by the public Bureaucracy who served has decrease 
from 724.000 rupiah become 315.000 rupiah and the expectation about services 
which gived by the public bureaucracy becomes better. another issue that appear 
after the changes in the status of village become kelurahan, including  lack of 
regulation which manage specifically  about  income for the Local officials Non-
civil servant. 
 The Solutions that can be given to solve the problem such as, explaination 
about income which received by the Local officials Non-civil servant, especially 
the existences in the regulations and regulations made in writing both in the Local 
Regulations or Regents rules about position and financial of Local officials Non-
civil servant. Increasing role of sub-district in coordination and supervised 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan Negara yang memiliki beragam hukum  yang 
hidup dalam masyarakat yang berasal dari adat ataupun masyarakat itu 
sendiri. bagian terkecil dari pemerintahan di Indonesia merupakan desa 
atau kelurahan yang tersebar pada setiap pulau yang dikenal pemerintahan 
daerah. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah atau yang lebih 
spesifik lagi mengenai desa dan kelurahan diatur oleh Undang-Undang 
Dasar 1945 pada Pasal 18 mengenai pemerintah daerah. Pengaturan pada 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 tersebut mencakup rumusan susunan 
dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya 
mengatur mengenai pembagian atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. 
 
 Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu didukung oleh 
peraturan di bawahnya yang lebih khusus. Dalam pemerintahan daerah 
peran Undang-Undang menjadi signifikan dalam penerapan terhadap 
segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah 
telah mengubah paradigma pemerintahannya yaitu dari sentralisasi 
mengarah kepada desentralisasi, yakni mengubah tatanan pemerintahan 
yang selalu terpusat menjadi pemerintahan daerah yang mengatur rumah 
tangganya sendiri melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang 
diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Desentralisasi 
daerah yang diterjemahkan kepada otonomi daerah dan daerah otonom 
merupakan peran pemerintah pusat dalam perubahan sistem pemerintahan 
yang dibentuk pasca reformasi. Pengaturan tersebut menghendaki agar 
segala kebutuhan di daerah dapat terakomodir sesuai dengan apa yang 


















































seluas-luasnya dengan membuka arus informasi kepada masyarakat serta 
memberikan kemudahan akses masyarakat kepada pemerintah. 
 
 Pengaturan mengenai desa dan kelurahan dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 mencakup banyak hal, misalnya saja pengertian 
desa dan kelurahan serta ruang lingkupnya yang tercantum pada Pasal 1, 
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 
 Pengaturan secara mendalam mengenai desa dan kelurahan telah 
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. 
Peraturan Pemerintah tersebut lebih  jelas mengatur mengenai kewenangan 
desa dan kelurahan,sampai ke struktur organisasi, selain itu pula terdapat 
pembahasan pada Bab 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  
mengenai pembentukan dan perubahan status desa.  
 
 Pemberian mandat dari pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri sekaligus 
membantu dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah sendiri meringankan kinerja pemerintah pusat apalagi 
jika dicermati secara mendalam sewajarnya birokrasi publik daerah lebih 
mengetahui segala kebutuhan dan lebih dapat bersosialisasi dalam 
menerapkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, 
sehingga diharapkan birokrat publik dapat melayani dan mengerti secara 


















































diungkapkan dalam situs bapeda.jogjaprov.go.id ”para perangkat desa 
yang masih produktif dan sudah bertahun-tahun bekerja di kantor desa 




 Perubahan dari desa menjadi kelurahan maka tidak dapat 
dipungkiri lagi akan terjadi perubahan struktur, keuangan, kekayaan, 
kewenangan, dan birokrat publik. Sehingga pengaturan kembali (re-
arrangement) susunan pemerintahan terutama birokrasi publik desa. Tidak 
pelik lagi bahwa permasalahan birokrasi publik yang nantinya memegang 
pemerintahan akan terjadi, misalnya saja pergantian birokrasi publik desa 
mengakibatkan turunnya kepala desa walaupun belum habis masa 
berakhirnya dan dibutuhkannya dana kompensasi untuk perangkat desa 
lainnya yang diberhentikan. Penetapan atas birokrat publik kelurahan 
belum tentu merupakan pilihan masyarakat dan masyarakat desa setempat 
karena tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjabat sebagai 
pemimpin desa tersebut. oleh Max Weber Tentang kepemimpinan salah 
satunya adalah “pimpinan tradisional, yaitu pimpinan berdasarkan 
pengakuan akan tradisi, yaitu berdasarkan keturunan atau dengan 
pewarisan kekuasaan“ (Jefta Leibo:1995:43). Oleh karena itu desa 
memiliki kriteria tertentu berdasarkan kepentingan masyarakat setempat. 
 
 Birokrasi publik memiliki kewenangan yang sangat besar bagi 
pembangunan pemerintah daerah khususnya wilayah lingkup kelurahan 
dan pedesaan. Sebagai Negara kecil desa maupun kelurahan memiliki 
potensi yang besar bagi pondasi perekonomian Negara sehingga 
diperlukan suatu pemimpin yang mampu mengelola potensi tersebut. 
perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut  menjadikan peran 


















































jelas (PNS atau bukan) di mata masyarakat yang berakibat pada 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
 
 Sejak tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Sragen telah menerapkan 
ketentuan mengenai perubahan status dari desa menjadi kelurahan 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 2003 
Tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Terhadap Desa 
Gemolong,  Ngembatpadas, Kragilan Dan Kwangen Kecamatan 
Gemolong Kabupaten Sragen. Dengan adanya Perda tersebut maka 
Kabupaten Sragen lebih mencermati kebutuhan desa-desa untuk lebih 
dapat mengurus rumah tangga desanya sendiri, sekaligus memenuhi 
aspirasi penduduk desa karena dalam pengajuan perubahan status desa 
menjadi kelurahan diperlukan partisipasi penduduk desa.  
 
 Salah satu peningkatan kualitas pelayanan publik ini antara lain 
dilakukan dengan melakukan  perubahan status desa menjadi kelurahan 
sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 
Berdasarkan ketentuan tersebut maka desa-desa yang ada di wilayah 
kabupaten dan kota ditetapkan sebagai Kelurahan. Dengan demikian desa-
desa yang berada di daerah kota harus diubah statusnya menjadi kelurahan 
yang diharapkan mampu mengubah kualitas pelayanan  publik menjadi 
lebih baik yang dimulai dari daerah, khususnya desa dan kelurahan. 
Seperti  dikatakan oleh Alexis de Tocqueville,” in the consideration of law 
a distinction must be carefully observed between the end at which they aim 
and the mean by which they purse that end; between their absolute and 
their relative excellence” (Alexis de Tocqueville:1994;80). 
 
 Dilihat dari latar belakang diubahnya bentuk pemerintahan desa 
menjadi kelurahan bukan disebabkan karena adanya kebutuhan, tetapi 
karena tuntutan perundang-undangan (Conditio Sine Qua Non/syarat 


















































mau, siap tidak siap, semua pemerintahan desa yang berada di wilayah 
kota harus berubah menjadi kelurahan. Perubahan yang terjadi menuju 
pada perbaikan tata pemerintahan perlu mendapat dukungan baik dari 
pemerintah pusat maupun daerah guna meningkatkan pelayanan dalam 
rangka pelaksanaan amanat perundang-undangan. Oleh karena itu, 
Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan 
perubahan status dari desa menjadi kelurahan yang berdasarkan Peraturan 
daerah Sragen Nomor 29 tahun 2003 tentang perubahan status desa 
menjadi kelurahan terhadap desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan 
Kwangen kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
 Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia perubahan status desa 
menjadi kelurahan  diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
mengenai Pemerintahan Daerah pada pasal 90 yaitu Kawasan Perkotaan 
baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah Kawasan 
Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan, dan pada pasal 91 yaitu di Kawasan 
Perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi Kawasan Perkotaan di 
Daerah Kabupaten, dapat dibentuk Badan Pengelola Pembangunan yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 belum secara khusus menyentuh perubahan dari desa menjadi 
kelurahan berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
yanng menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pada pasal 
200 ayat (3) yaitu Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah 
atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa 
Pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan 
dengan Perda. Pasal 201 ayat (2) yaitu dalam hal desa berubah statusnya 
menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola 
oleh kelurahan yang bersangkutan, sehingga Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 lebih jelas mengkaji perubahan status desa menjadi kelurahan. 
 
 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji 


















































birokrasi publik, dengan judul : “IMPLIKASI ATAS PERUBAHAN 
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP BIROKRASI 
PUBLIK DI KABUPATEN SRAGEN” 
 
 
B. Rumusan Masalah 
 
 Rumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 
mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti 
sehingga tujuan dan sasaran yang dicapai menjadi jelas, terarah dan 
mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Pada hakikatnya seorang 
peneliti sebelum menetukan judul dalam suatu penelitian maka harus 
terlebih dahulu menentukan rumusan masalah, dimana masalah pada 
dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai 
tujuan, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan suatu penelitian. 
(Soerjono Soekanto, 2006 : 109) 
 
 Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang 
dikaji penulis, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah 
dan mendalam sesuai dengan sasaran yang tepat di mana terdapat 
pembatasan objek kajian yang akan diteliti, maka perlu adanya perumusan 
masalah yang tersusun secara sistematik dan baik. Oleh karena itu penulis 
merasa perlu untuk mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai 
berikut :  
1) Bagaimanakah implikasi atas perubahan status desa menjadi 
kelurahan terhadap birokrasi publik di Kabupaten Sragen? 
2) Permasalahan apa saja yang dihadapi birokrasi publik dalam 
pelaksanaan perubahan dari status desa menjadi kelurahan di 





















































C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan 
sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya 
tujuan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara 
deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai 
dalam penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 2006 : 118-119). 
Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan 
penelitian yang jelas dan sudah pasti, sebagai sasaran yang akan dicapai 
untuk pemecahan masalah yang di hadapi. Maka berdasarkan 
permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penulisan hukum ini 
adalah : 
1. Tujuan Obyektif : 
a. Untuk mengetahui implikasi atas perubahan status desa 
menjadi kelurahan terhadap birokrasi publik di kabupaten 
Sragen. 
b. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi birokrasi 
publik desa dalam pelaksanaan perubahan dari status desa 
menjadi kelurahan di Kabupaten Sragen dan solusi untuk 
mengatasi permasalahan tersebut. 
2. Tujuan Subyektif : 
a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam penelitian hukum 
dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan 
pemerintahan daerah khususnya mengenai perubahan dari 
status desa menjadi kelurahan di kabupaten Sragen. 
b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar 




















































D. Manfaat Penelitian 
 Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian 
tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, 
tetapi juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat 
diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan hukum. 
b. Salah satu usaha memperbanyak wawasan dan pengalaman 
serta menambah pengetahuan tentang Hukum Tata Negara, 
Hukum Pemerintahan Daerah serta Hukum Pemerintahan Desa. 




2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan 
informasi mengenai pelaksanaan perubahan dari status desa 
menjadi kelurahan di Kabupaten Sragen. 
b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 
dinamis sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 
penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
c. Dari hasil penelitian ini, akan menambah pengetahuan kita sejauh 
mana keadilan ditegakkan dan meningkatkan pelayanan birokrasi 





















































E. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 
konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 
sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti 
tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangkan tertentu 
(Soerjono Soekanto, 2006 : 42). 
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan tujuan, maka 
perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. 
Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara 
seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-
lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu unsur yang 
mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan. 
Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang 
teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode 
ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun  guna 
menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala 
atau hipotesa. 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan 
menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. 
Mengacu pada judul dan perumusan masalah maka 
penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian non-
doktrinal atau disebut juga penelitian hukum empiris.  
2. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifat penelitian yang dipergunakan yaitu 
penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Adapun 
yang dimaksud dengan penelitian hukum deskriptif yaitu 


















































sejelas mungkin mengenai masalah yang diteliti. Suatu 
penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 
2006: 10). 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, 
dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat 
informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang 
sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada penelitian ini 
digunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang 
dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 
tindakan, dll, secara holistik dengan cara deskripsi dalam 
bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus 
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
ilmiah, dan juga pendekatan perundang-undangan (Statute 
Approach). yaitu penerapan beberapa peraturan perundang-
undangan dalam pemerintah daerah. 
4. Lokasi Penelitian 
 Peneliti mengadakan penelitian di tempat yang telah 
melaksanakan perubahan status desa menjadi kelurahan 
yaitu Pemerintah Kabupaten Sragen dan beberapa desa di 
wilayah Kabupaten Sragen. 
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian  
Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-
fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk 
dijadikan suatu informasi. Informasi adalah hasil 


















































Adapun beberapa jenis data yang penulis pergunakan dalam 
penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh dari obyek 
penelitian lapangan dengan cara-cara 
mengumpulkan data-data yang berguna dan 
berhubungan dengan judul skripsi dan rumusan 
masalah yang diketengahkan, dalam hal ini data 
yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu 
birokrasi publik pemerintah kabupaten Sragen. 
b. Data Sekunder  
Yang menjadi sumber data sekunder yaitu, 
sumber data yang secara tidak langsung memberi 
keterangan yang bersifat mendukung sumber data 
primer, yaitu berupa dokumen publik dan catatan-
catatan resmi (public documents and official 
records), yaitu dokumen peraturan perundangan 
yang berkaitan perubahan status desa menjadi 
kelurahan. Disamping sumber data yang berupa 
undang-undang negara maupun peraturan 
perundang-undangan lainnya, penulis juga 
memperoleh data dari beberapa jurnal, buku-buku 
referensi dan media massa yang mengulas mengenai 
perubahan status desa menjadi kelurahan, dan sesuai 
dengan masalah yang diteliti. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang 
lengkap dalam hal dimaksudkan agar data yang terkumpul 
benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang 


















































sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu : studi 
dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, 
dan wawancara atau interview (Soejono Soekanto, 2006: 
21). 
Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data 
primer dan data sekunder berupa peraturan perundangan, 
artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk 
kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang 
tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.  
Teknik Pengumpulan data dimaksudkan untuk 
memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan 
data yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan 
skripsi  ini adalah : 
 
 
a. Penelitian Lapangan  
Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 
memperoleh data Primer yang dilakukan dengan 
cara terjun langsung ke lapangan obyek yang akan 
diteliti. Teknik yang dipakai penulis untuk 
mengumpulkan data tersebut dilakukan dengan cara 
teknik observasi dan wawancara dengan nara 
sumber, dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan 
langsung dengan penelitian yaitu pejabat 
pemerintah kabupaten Sragen. 


















































Merupakan suatu teknik pengumpulan data 
dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen, buku-buku dan 
bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan 
pembahasan penelitian ini. Penelitian kepustakaan 
ini merupakan suatu alat pengumpul data yang 
dapat dilakukan dengan cara membaca, 
mempelajari, dan menganalisis isi pustaka yang 
berkaitan dengan permasalah yang sedang 
diketengahkan dalam  penelitian ini. 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan 
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan 
apa yang penting dana apa yang dipelajari, dan 
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 
(Lexy J. Moleong:2009:248). Teknik analisis data pada 
penelitian hukum ini adalah model analisis interaktif  atau 
yang lebih dikenal dengan “Interactive Model Of Analysis” 
adalah model analisis yang memerlukan tiga komponen 
pokok yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan 
kesimpulan.  
Selain itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-
tahap tersebut sehingga yang terkumpul berhubungan satu 
sama lain secara otomatis.Untuk lebih jelasnya teknik 
























































F.SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
 Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh yang sesuai dengan 
aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu 
sistematika dalam penyusunan penulisan hukum sebagai berikut : 
HALAMAN JUDUL 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 





BAB I   : PENDAHULUAN 
 Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan dari 
penelitian ini yang terdiri dari : 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 























































D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  
 Pada bab ini akan diuraiakan mengenai tinjauan 
kepustakaan yang terdiri dari : 
A. Kerangka Teori 
1. Desa 
2. Kelurahan 
3. perubahan desa ke kelurahan 
4. Birokrasi Publik 
5. Otonomi daerah 
B. Kerangka Pemikiran 
 
BAB III  : PEMBAHASAN 
     Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari 
penelitian penulisan yang berkaitan dengan perubahan status desa 
menjadi kelurahan terhadap birokrasi publik di kabupaten Sragen. 
 
BAB IV  : PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta 
pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. 
Selain itu, juga berisi saran-saran yang peneliti berikan atas 
permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
























































A. Kerangka Teori 
1. Otonomi Daerah 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi 
daerah  adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan 
efisiensi dalam pelayanan kepeda masyarakat. “Otonomi adalah 
penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang 
bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan” 
(HAW Widjaja,2005:17). Tujuan yang dicapai dalam penyerahan 
tugas ini merupakan menumbuhkembangkan daerah dalam 
berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 
menumbuhkan kemadirian daerah, dan meningkatkan daya saing 
daerah dalam proses pertumbuhan. 
 
Otonomi daerah merupakan implementasi dari 
desentralisasi, dimana desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah pusaat kepada daerah otonom, 
sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 
Dalam jurnal Eropa juga menyebutkan “Eropa membutuhkan 
struktur desentralisasi dalam rangka untuk dapat menggunakan 




















































yang terbaik untuk. manfaat dari rakyatnya”(Herbert 
Schmalstieg,2008:161). 
 
Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah telah mengubah paradigma sentralisasi 
pemerintah kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi 
daerah secara nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah. 
Dalam kata lain, “desentralisasi bukan sekedar pemancaran 
wewenang (spreading van bevoegheid) tetapi juga pembagian 
kekuasaan (scheiding van machten) untuk mengatur dan mengurus 
penyelanggaraan pemerintah Negara”(I Gede P A, 2009:26). 
 
Aspek penting dari otonomi daerah adalah pemberdayaan 
masyarakat sehingga mereka berpartisipasi dalam  proses 
perencanaan, perlaksanaan, pergerakan, dan pengelolaan dalam 
pengawasan pengelolaan pemerintah daerah dalam pengguanaan 
sumber daya pengeloladan memberika pelayanan yang prima 
kepada publik. Dengan demikian otonomi daerah akan semakin 
dituntut dalam peningkatan pelayanan birokrasi publik terhadap 
masyarakat dan kesejahteraan umum.  
Dalam istilah-istilah yang lazim digunakan oleh dunia  
internasional penyabutan dari otonomi daerah atau pemerintahan 
daerah dikenal dengan nama local government, seperti halnya yang 
telah dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 
yaitu merupakan pemerintahan yang lebih kecil dari provinsi. 
Local government refers collectively to administrative 
authorities over areas that are smaller than a state. The term is 
used to contrast with offices at nation-state level, which are 
referred to as the central government, national government, or 


















































delegated to it by legislation or directives of the higher level of 
government and each country has some kind of local government 
which will differ from those of other countries 
(http://en.wiktionary.org/wiki Special:Search/local_government) 
 
Sedangkan untuk pemerintahan desa sendiri dikemukakan 
bahwa In primitive societies the lowest level of local government is 
the village headman or tribal chief, yaitu dalam masyarakat 
tradisional pemerintahan daerah dalam tingkat terendah adalah 
Kepala Desa.  
2. Desa 
a. Pengertian Desa 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat 
bahasa, 2008 pengertian dari Desa adalah  kesatuan wilayah 
yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai 
sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala 
desa), kelompok rumah di luar kota yang merupakan 
kesatuan, udik atau dusun (dalaml arti daerah pedalaman 
sebagai lawan kota), tanah, tempat, daerah. Dalam 
pengertian pertama, desa merupakan tempat atau teritorial 
yang sebagai objek tunggal. Objek tunggal ini merupakan 
suatu kesatuan wilayah yang bersinggungan dengan 
Negara, sedangkan dalam pengertian lainnya, desa hanya 
sebagai objek saja yang menjadi opposite dari kota, 
 
Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 Pasal 1 angka 12 dan Peraturan Pemerintah Nomor  
72 Tahun 2005 Pasal 1 angka 5  adalah kesatuan  
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan  
masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat 


















































Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua 
Undang-Undang tersebut merupakan legitimasi atas desa 
dengan kewenangan yang jelas, selain itu Undang-Undang 
tersebut mengakui eksistensi hukum adat yang berkembang 
dalam masyarakat.  
 
Kejelasan pengertian adat pada Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 12 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 angka 5  adalah 
mengenai wewenang dan tanggung jawab dalam 
pengelolaan desanya sendiri dimana penerapan asas 
desentralisasi dan otonomi desa dapat dijalankan 
berlandaskan hukum yang berlaku. 
 
Menurut Paul H Landis (1948:17) : 
a) Untuk maksud statistik, pedesaan adalah tempat 
dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang, 
kecuali bila disebutkan lain. 
b) Untuk maksud kajian psikologi sosial, pedesaan 
adalah daerah dimana pergaulannya ditandai oleh 
derajat intimitas yang tinggi, sedangkan kota adalah 
tempat dimana hubungan sesama individu sangat 
impersonal (longgar/acuh). 
c) Untuk maksud kajian ekonomi, pedesaan 
merupakan daerah dimana pusat 
perhatian/kepentingan adalah pertanian dalam arti 






















































b. Ruang Lingkup Desa 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Pasal 1 angka 12 dan Peraturan Pemerintah Nomor  72 
Tahun 2005 Pasal 1 angka 5,  desa bukanlah bawahan 
kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari 
perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan 
merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan 
Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih 
luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat 
dirubah statusnya menjadi kelurahan. Desa merupakan 
organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas 
wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai 
adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang 
disebut dengan self-governing community. 
 
Desa menyerupai republik kecil, dimana 
pemerintahan desa dibangun atas dasar prinsip kedaulatan 
rakyat. Trias politika yang diterapkan dalam negara-bangsa 
modern juga diterapkan secara tradisional dalam 
pemerintahan desa. Desa-desa di Jawa, mengenal Lurah 
(Kepala Desa) beserta perangkatnya sebagai badan 
eksekutif, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 
badan legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi, serta 
rembug desa (sidang desa) sebagai badan yudikatif yang 
bertugas dalam bidang peradilan dan terkadang memainkan 
peran sebagai badan pertimbangan bagi eksekutif. Proses 
politik di desa ditentukan oleh rapat desa secara demokratis 





















































c. Pemerintahan Desa 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.  
Pemerintahan Desa didefinisikan sebagai penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintahan 
Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa serta 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seperti yang 
dimaksud pada Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 : 
(1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat 
desa. 
(2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan 
perangkat desa lainnya. 
(3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diisi dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi 
persyaratan. 
 
Perangkat desa lainnya yaitu beberapa lembaga-
lembaga desa yang berguna dan bermanfaat untuk 
masyarakat desa tersebut. Lembaga desa yang dibutuhkan 
sebagai tugas perbantuan kemakmuran desa bukan 
merupakan kewajiban untuk membentuknya namun hanya 
berdasarkan kebutuhan. 
 
Pernyataan Selo Soemardjan dan Soeleman 


















































perwujudan pola-pola kebudayaan. Ini meliputi tindakan-
tindakan, ide-ide, sikap-sikap, dan kelengkapan 
kebudayaan, dimana selalu memiliki keajegan dengan 
kebutuhan-kebutuhan sosial yang memuaskan“ (Jefta 
Leibo,1995:38). 
 
d. struktur  Desa 
1) Kepala desa 
 Tentang kepemimpinan Max Weber 
memiliki pendapat sebagai berikut : 
a) Pimpinan karismatik 
pimpinan yang memiliki kesaktian yang 
berasal dari dewa atau Tuhan, 
b) Pimpinan tradisional 
pimpinan berdasarkan pengakuan akan 
tradisi, yaitu berdasakan keturunan atau 
dengan pewarisan kekuasaan, 
c) Pimpinan rasional (legalistik) 
pimpinan berdasarkan pendidikan formal 
(jenjang pendidikan formal), diaman yang 
dipakai ukuran dalam jabatan adalah ijazah 
(Jefta Leibo,1995:43). 
 
Dalam struktur desa telah diterjemahkan 
dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004, Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan 
perangkat desa. Penjelasan dari pemilihan kepala 
desa di atur pada Pasal 203 Undang-Undang Nomor 



















































Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari 
penduduk desa warga negara Republik Indonesia 
yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya 
diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman 
kepada Peraturan Pemerintah. 
Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan yang diakui 
keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat 
setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 
 
Masyarakat desa lebih memiliki partisipatif 
dalam pemerintahan dengan memilih sendiri kepala 
desanya sehingga memberikan dampak yang kuat 
terhadap kedudukan kepala desa yang terpilih. 
Kepala Desa dapat lebih tanggap terhadap 
kebutuhan dan kepentingan desanya karena 
kedekatan (intimasi) dengan masyarakat dan 
biasanya merupakan berasal dati sekitar desa itu 
saja. 
Selayaknya pemimpin yang dipilih langsung 
kepala desa pun memiliki batasan jabatan yang 
diatur pada Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 
(enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 



















































Pembayaran atas kontribusi jabatan dan 
tugas-tugas kepala desa pada umumnya dibayar 
dengan “tanah bengkok” yaitu tanah yang memang 
diperuntukan digarap oleh kepala desa yang 
menjabat selama masa jabatannya. Jika telah habis 
masa jabatannya maka tanah tersebut kembali 
menjadi milik desa. seperti yang dinyatakan oleh 
Jusuf Kalla dalam situs tempointeraktif.com, 
“Penghasilan kepala desa berupa sawah, sebagian 
sudah tidak ada. Pemerintah harus menyediakan 
pengganti berupa uang. Tanggung jawab kepala 
desa di Pulau Jawa pun relatif lebih berat dibanding 




2) Perangkat desa 
Perangkat Desa bertugas membantu Kepala 
Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, 
yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris 
Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. 
Perangkat Desa lainnya diangkat oleh 
Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa, sedangkan untuk 
kepala dusun merujuk pada Pasal 211 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut : 
(1) Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan 


















































dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. 
(2)  Lembaga kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu 
pemerintah desa dan merupakan mitra dalam 
memberdayakan masyarakat desa. 
 
3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Tugas BPD diatur pada Pasal 209 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, Badan 
Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan 
peraturan desa bersama kepala desa, menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pengaturan 
utuk pemilihan anggota BPD pada Pasal 210 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu : 
(1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah 
wakil dari penduduk desa bersangkutan yang 
ditetapkan dengan cara musyawarah dan 
mufakat. 
(2) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih 
dari dan oleh anggota badan permusyawaratan 
desa. 
(3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan 
desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih 
lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya. 
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD 


















































berdasarkan keterwakilan wilayah. “Anggota BPD 
terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, 
golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau 
pemuka masyarakat lainnya” 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawarat
an_Desa). Masa jabatan anggota BPD adalah 6 
tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 
kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan 
Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap 
jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama 






















































































a. Pengertian kelurahan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
pusat bahasa, 2008 pengertian dari kelurahan adalah 
kepala pemerintahan tingkat terendah; kepala desa; 
kepala atau pimpinan suatu bagian pekerjaan;  
daerah pemerintahan yg paling bawah yg dipimpin 
oleh seorang lurah; kantor (rumah) lurah.  
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 73 
tahun 2005 Pasal 1 angka 5 kelurahan adalah suatu 
wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 
yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 
langsung di bawah Camat, yang tidak berhak 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 
Kelurahan merupakan suatu strata yang 
bertanggung jawab terhadap camat sehingga segala 
kebijakan yang diambil harus berkoordinasi dengan 
kecamatan setempat. Hal ini merupakan fungsi 
berjenjang dari atas kebawah yang tidak memilki 
kemampuan untuk mengatur rumah tangga nya 
sendiri. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 28 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 5, Kelurahan 
adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat 
kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan. 
 
 
b. Struktur Kelurahan 
 Struktur organisasi Kelurahan pada 



















































b. Sekretaris Kelurahan; 
c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan 
Ketertiban Umum; 
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pembangunan; 






















































































4. Perubahan Desa ke Kelurahan 
 Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya 
menjadi Kelurahan dan bahkan dapat dihapus jika 
perkembangan desa yang bersangkutan tidak lagi 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
Permendagri Nomor 28 Tahun 2006, syarat-syarat tersebut 
meliputi : 
 
1) Jumlah penduduk, yaitu:  
a) Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa 
atau 300 kk;  
b) Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 
1000 jiwa atau 200 kk; dan  
c) Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, 
Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 kk.  
2) Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan 
pelayanan dan pembinaan masyarakat, 
3) Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau 
komunikasi antar dusun,  
4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar 
umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai 
dengan adat istiadat setempat,  
5) Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan 
sumber daya manusia,  
6) Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa 
yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dan  
7) Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi 
infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.  
  
 Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya 


















































bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat 
setempat. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus 
memenuhi syarat pada Pasal 9 ayat (3): 
(1) Luas wilayah tidak berubah,  
(2) Jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK 
untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 
jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali,  
(3) Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi 
terselenggaranya pemerintahan Kelurahan,  
(4) Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan 
produksi serta keanekaragaman mata pencaharian,  
(5) Kondisi sosial budaya masyarakat berupa 
keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai 
agraris ke jasa dan industry, dan  
(6) Meningkatnya volume pelayanan.  
 
 Suatu desa yang berubah status menjadi Kelurahan 
maka Lurah dan Perangkatnya yang menggantikan peran 
birokrasi publik desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang 
tersedia di Kabupaten/Kota bersangkutan. Kepala Desa dan 
Perangkat Desa lainnya serta anggota BPD dari Desa, 
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya serta 
diberikan kompensasi dan penghargaan sesuai dengan nilai-
nilai sosial budaya masyarakat setempat.  
 Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, 
seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa 
menjadi kekayaan dan kewenangan Daerah Kabupaten/ 
Kota, sehingga pengelolaan kekayaan dan sumber-sumber 
pendapatan oleh Kelurahan dipergunakan untuk 



















































5. Birokrasi Publik  
Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa 
inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi 
yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, 
dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari 
pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang 
sifatnya administratif maupun militer. 
Birokrasi adalah pemerintahan de facto/ kekuasaan 
(kratos) yang bekerja dibelakang meja tulis (bureau) 
kantor-kantor yaitu para pegawai (ensiklopedi popular 
politik,1983). 
Setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya 
dideskripsikan dengan jelas dalam strukur organisasi. 
Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat 
sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah 
biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi 
dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai 
dengan hirarki kekuasaan. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi 
didefinisikan sebagai : 
1) Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai 
pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan 
jenjang jabatan 
2) Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba 
lamban, serta menurut tata aturan (adat dan 
sebagainya) yang banyak lika-likunya dan 
sebagainya. 
Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana 


















































1) Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai 
bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, dan 
2) Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh 
pegawai (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 
Terbaru,1993). 
Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau 
karyawan dari birokrasi diperoleh dari penunjukan atau 
ditunjuk (appointed) dan bukan dipilih (elected). 
Birokrasi memiliki ciri yang jelas dan tegas seperti 
layaknya organisasi sosial, dalam hal ini Sajogjo dan 
Pudjiwati Sajogjo menunjuk kepada ciri yang meliputi 
organisasi sosial yaitu : 
1) Formalitas 
 Suatu organisasi sosial mempunyai 
perumusan tertulis yang jelas dalam hal tujuan, 
peraturan-peraturan (berupa anggaran dasar, 
anggaran rumah tangga), prosedur, penentuan atau 
regulasi serta kebijaksanaan. 
2) Hierarki 
 Suatu organisasi sosial mempunyai pola 
wewenang (yaitu kekuasaan yang diakui oleh 
masyarakat) berbentuk piramida dengan demikian 
beberapa orang didudukan dalam posisi yang lebih 
tinggi dari anggota lainnya dan peranan pun sedikit 
berbeda dengan sangat menonjol. Suatu organisasi 




















































3) Ukuran (size) 
 Suatu organisasi sosial biasanya memiliki 
ukuran besar, sehingga para anggota tidak dapat 
melakukan relasi sosial yang langsung (sebagai 
kelompok disebut kolektivitas). Hubungan yang ada 
antara para pelakunya sifatnya bukan pribadi 
(impersonal) hal tersebut dikenal dengan gejala 
“birokrasi”. 
4) Lamanya (duration) 
 Kehadiran organisasi sosial lebih lama dari 
keterlibatan anggota-anggotanya, artinya anggota 
organisasi sosial masuk-keluar atau meninggal, hal 
mana tidak mempengaruhiorganisasi itu, kehadiran 
organisasi sosial tetap berlangsung (Sajogjo dan 
pudjiwati Sajogjo,1982:178). 
 
Birokrasi bertugas untuk melayani yang berasal dari 
“to serve”. pelayanan ini memudahkan segala kepentingan 
yang berkaitan dengan birokrasi sehingga  berpedoman 
pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara. “Birokrasi 
tersebut berkaitan dengan fungsi dan tugas pemerintah 
yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat” (Hanif 
Nurcholis,2005:175). Namun asas umum pemerintahan 
yang baik sulit untuk di terapkan karena birokrasi 
menciptakan kaum birokrat publik yang mempersulit warga 
Negara dengan berkedok setia pada hukum dan peraturan 
yang terbelit-belit, “dimana kaum birokrat publik dengan 
mudah menjadi makmur dan membelokkan roda 
pemerintahan untuk kepentingan pribadi” (ensiklopedi 


















































sebagai sekelompok orang yang bertanggungjawab atas 
penggunaan kekuasaan/exercising power”(Muchlis H, 
2006:16). Alexis menyebut birokrasi publik sebagai public 
officer “an analogous observation may be made respecting 
public officer. it is easy to perceive that American 
democracy frequently errs in the choise of the individuals 
to whom it entrusts the power of administration; but it is 
more difficult to say why the state prospers under their 
rule” (Alexis de Tocqueville,1994:81).  
 
 Seharusnya birokrasi yang netral lepas dari 
kepentingan politik dan  pribadi yang di ilhami oleh 
ideologi pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya.  
“Birokrasi dalam organisasi publik dapat dinilai dari segi 
ekonomi,. efisiensi, efektivitas, ekuitas, atau 
kesinambungan penyediaan layanan”(Paolo Rondo,2007:5). 
Perkembangan di Eropa terutama sejak Revolusi 
Perancis, ideologi tersebut antara lain : 
1) Adminitrasi Negara adalah mesin atau alat 
pelaksana kehendak publik yang ditetapkan oleh 
legislatif. Pemerintah merupakan lembaga 
kepercayaan publik yang digunakan untuk 
kepentingan publik bukan kepentingan pribdi atau 
sekelompok orang. 
2) Pegawai Negeri merupakan abdi masyarakat bukan 
sebaliknya. 
3) pegawai negeri harusnya menjadi perwujudan dari 
kebaikan publik. mereka merupakan pegawai yang 
bekerja keras, jujur, tidak memihak, bijaksana, adil, 


















































4) Pegawai negeri harus mematuhi atasannya dan tidak 
mengutamakan kepentingan pribadi. 
5) Pegawai negeri harus melaksanakan tugasnya secara 
efisien dan ekonomis. 
6) penempatan kedalam jabatan publik harus 
didasarkan pada kecakapan keahlian bukan pada 
hak istimewa suatu kelas. 
7) pegawai negeri harus tunduk pada hukum 



















































































































Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia 1945  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang 
diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2005 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 73 Tahun 
2005
Peraturan Daerah Sragen Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan terhadap Desa 
Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan Dan Kwangen Kecamatan 
Gemolong Kabupaten Sragen 
Perubahan Desa menjadi Kelurahan 


















































Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengenai Pemerintah 
Daerah, menjelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk 
mengelola rumah tangganya sendiri dengan  urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan lebih khusus tentang 
pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 
Undang-Undang tersebut membuat  pemerintahan pusat telah mengubah 
paradigma sentralisasi pemerintah kearah desentralisasi. 
Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memerlukan 
suatu pengatuan yang lebih mendetail,  sehingga tercipta pelaksanaan yang 
sesuai dengan keinginan pemerintah. Pengaturan tersebut melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. 
Kabupaten Sragen merupakan wilayah otonomi desa yang 
memiliki kewenangan penuh terhadap struktur dibawahnya, namun dalam 
menentukan arah pemerintahannya kabupaten Sragen memiliki yurisdiksi 
sendiri tanpa perlu koordinasi dengan provinsi yang telah ditetapkan pada 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selama bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, 
dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 
Pada Pasal 200 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
dan dalam aplikasi atas Pemerintah Kabupaten Sragen berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Desa 
Menjadi Kelurahan Terhadap Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan 
dan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
Perubahan status dari desa menjadi kelurahan tersebut membawa 
banyak implikasi terhadap keadaan dan struktur organ pemerintahan di 























































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil Penelitian 
 
1. Dasar Hukum Perubahan Desa ke Kelurahan 
  
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai 
Pemerintahan Daerah mengatur perubahan desa menjadi kelurahan 
pada pasal 91 yaitu di Kawasan Perdesaan yang direncanakan dan 
dibangun menjadi Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupaten, dapat 
dibentuk Badan Pengelola Pembangunan yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Daerah dan pasal 1 mengenai tugas pembantuan desa 
yaitu Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada 
Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas 
tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber 
daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan 
mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Namun 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah memaknai otonomi daerah dalam Pasal 1 adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu 
akibat dari otonomi daerah tersebut menyebabkan terjadinya 



















































sistem penyelenggaraan pemerintahan, susunan pemerintahan, 
keuangan  dan hierarkis kedudukan, hingga pelayanan yang 
diberikan oleh pejabat yang berwenang di dalam desa itu sendiri. 
Hal tersebut telah diatur dalam pasal 200 Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004, Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat 
diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul 
dan prakarsa Pemerintah Desa bersama badan permusyawaratan 
desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 
 Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah 
memberikan ruang terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah 
dengan proses yang demokratis, yaitu adanya pelibatan masyarakat 
untuk berpartisipasi (turut ambil bagian secara aktif) dalam 
pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah. Terbukanya 
peluang partisipasi masyarakat ini berarti juga adalah kembalinya 
kedaulatan kepada masyarakat yang dapat dilihat dari pemilihan 
kepala daerah (gubernur, bupati, walikota atau kepala desa) secara 
langsung. 
 
 Sinkronisasi antara peraturan yang satu dan yang lainnya 
akan menjadi faktor pendukung suksesnya pelaksanaan peraturan 
tersebut sehingga guna mendukung Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang 
Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut telah 
mengatur mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan 
pada Pasal 5: 
(1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi 
kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama 
BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat 
setempat. 
(2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana 


















































a. luas wilayah; 
b. jumlah penduduk; 
c. prasarana dan sarana pemerintahan; 
d. potensi ekonomi; dan 
e. kondisi sosial budaya masyarakat. 
 
 Persyaratan tersebut mengakomodasi kepentingan 
masyarakat tanpa adanya paksaan dari pemerintah diatasnya secara 
vertikal dan ayat (2) diatas menguraikan mengenai persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh desa selain keinginan masyarakat 
setempat sehingga tidak semua desa dapat berubah menjadi 
kelurahan walau pun Undang-Undang memerintahkan demikian. 
Desa yang telah berubah menjadi kelurahan mengalami berbagai 
perubahan , misalnya saja kekayaan  yang semula dimiliki desa 
berubah menjadi kekayaan daerah dan semua perangkat desa yang 
tanpa status berubah menjadi pegawai negeri sipil atau paling tidak 
memiliki gaji yang layak dan jelas, memiliki hak dan kewajiban 
yang mutlak serta dalam keuangan yang telah masuk dalam 
anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota. 
 Pengaturan mengenai perubahan desa pun tercantum dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang 
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan 
Status Desa Menjadi Kelurahan Pasal 9: 
(1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi 
Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama 
BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.  
(2)  Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang 
mempunyai hak pilih. 
(3)  Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana 


















































a.   Luas wilayah tidak berubah;  
b. Jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK 
untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 
jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali;  
c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi 
terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;  
d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan 
produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;  
e.   Kondisi sosial budaya masyarakat berupa 
keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai 
agraris ke jasa dan industri; dan  
f.      Meningkatnya volume pelayanan.  
 Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 
Tahun 2006 ini lebih spesifik merumuskan mengenai perubahan 
status desa menjadi kelurahan, ditambah lagi dengan tata cara 
pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi 
Kelurahan yang diakomodir pada Pasal 11, adalah sebagai berikut: 
a.    Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk 
merubah status Desa menjadi Kelurahan; .  
b.    Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa 
menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;  
c.    BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk 
membahas usul masyarakat tentang perubahan status 
Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat 
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;  
d.    Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa 
menjadi Kelurahan kepada Bupati/Walikota melalui 
Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;  
e.    Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, 
Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota 
bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke 
Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, 
yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada 
Bupati /Walikota;  
f.      Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk 
merubah status Desa menjadi Kelurahan, 
Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan 



















































g.    Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan 
kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;  
h.    DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan 
atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan 
dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan 
unsur masyarakat desa;  
i.      Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status 
Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama 
oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh 
Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;  
j.      Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan 
DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
tanggal persetujuan bersama;  
k.     Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status 
Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada 
huruf j, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut 
disetujui bersama; dan  
l.      Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah 
ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana domaksud 
pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan 





















































































Kabupaten Sragen pada tahun 2003 pada keempat desanya 
telah melaksanakan perubahan status desa menjadi kelurahan yang 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 
2003 Tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan terhadap 
Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan dan Kwangen 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Tujuan pembentukan 
kelurahan dalam peraturan daerah kabupaten sragen adalah untuk 
meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara 
Masyarakat 
Desa 
Kepala Desa BPD 
Rapat BAHR 
Cama t 





















































berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan 
terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan 
pembangunan dan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat 
perkotaan. kondisi ekonomi dan sosial budaya di keempat desa 
tersebut yaitu, Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan, dan Kwangen 
di Kecamatan Gemolong.  
 
Karakteristik keempat desa tersebut adalah sebagai berikut :  
a. memiliki ciri-ciri dan sifat penduduk majemuk, dinamis, 
sensitif dan kritis,  
b. mata pencahariannya sebagian besar non pertanian,  
c. mobilitasnya tinggi,  
d. merupakan jalur transportasi yang ramai dan padat yang 
berdekatan dengan terminal dan stasiun, 
e. memiliki hubungan yang erat karena kedekatan keempat 
desa tersebut. 
 Sehingga Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan, dan 
Kwangen di Kecamatan Gemolong telah layak untuk melakukan 
perubahan statusnya menjadi kelurahan selain adanya keinginan 
dari masyarakat di keempat desa itu sendiri. 
 
 
2. Data Desa dan Pejabat Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan, 
dan Kwangen. 
 Data kependudukan dan luas wilayah desa Gemolong, 
Ngembatpadas, Kragilan, dan Kwangen berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 2003 Tentang 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Desa 
Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan Dan Kwangen Kecamatan 



















































1.    Kelurahan Gemolong : 
 a.       Jumlah penduduk  ± 6.766 jiwa 
 b.       Jumlah Kepala Keluarga 2.039 
 c.       Luas Wilayah ± 278,76 Ha, dengan batas wilayah : 
 1)      Batas sebelah Barat : Kelurahan Ngembatpadas    
dan Kelurahan Kwangen 
 2)      Batas sebelah Selatan : Kelurahan Kragilan 
 3)      Batas sebelah Timur : Desa Genengduwur dan 
Desa  Tegaldowo 
 4)      Batas sebelah Utara : Desa Purworejo 
 
2.       Kelurahan Ngembatpadas 
 a.       Jumlah penduduk ± 5.259 Jiwa 
 b.       Jumlah Kepala Keluarga 1.446 
 c.       Luas wilayah ± 354, 56 Ha, dengan batas wilayah 
    1)      Batas sebelah Barat  : Desa Kaloran 
    2)      Batas sebelah Selatan  : Desa Saren 
    3)      Batas sebelah Timur  : Desa Gemolong 
    4)      Batas sebelah Utara  : Desa Kwangen 
3.       Kelurahan Kragilan 
   a.       Jumlah penduduk ± 3.252 Jiwa 
   b.       Jumlah Kepala Keluarga 851 
   c.       Luas wilayah ± 249,00 Ha dengan batas wilayah 
   1)      Batas sebelah Barat  : Kelurahan   
   Ngembatpadas 
   2)      Batas sebelah Selatan  : Desa Karangjati,  
   Kec. Kalijambe 
   3)      Batas sebelah Timur  : Desa Brangkal dan  
   Desa Tegaldowo 
    4)      Batas sebelah Utara  : Kelurahan   




4.       Kelurahan Kwangen : 
   a.       Jumlah penduduk ± 3.817 Jiwa 
   b.       Jumlah Kepala Keluarga 876 KK 
   c.       Luas Wilayah ± 279, 99Ha, dengan batas wilayah : 
    1)      Batas sebelah Barat   : Desa Jeruk, Kec Miri 
    2)      Batas sebelah Selatan : Kelurahan   
   Ngembatpadas 
    3)      Batas sebelah Timur : Kelurahan Gemolong 
    4)      Batas sebelah Utara  : Desa Girimargo,   



















































 Setiap desa memiliki pejabat yang memegang peran dalam 
pengurusan rumah tangga desanya yang disebut Pamong Desa. 
Pamong Desa ini yang memegang tanggung jawab desanya.  
 
3. Pelaksanaan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di 
Kabupaten Sragen. 
 Pelaksanaan Perubahan Status Desa pada keempat desa 
tersebut yaitu Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan Dan 
Kwangen Kecamatan Gemolong berada dalam satu wilayah 
kecamatan gemolong sehingga jarak antara satu desa dan desa 
lainnya tidak begitu jauh, sehingga pengajuan perubahan desa 
menjadi kelurahan dibahas oleh masyarakat pada masing-masing 
desa yang kemudian ditangani oleh Kepada Desanya masing-
masing. Pembahasan mengenai perubahan tersebut 
mempertemukan para Kepala Desa yang bersangkutan yakni 
Kepala Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan Dan Kwangen 
Kecamatan Gemolong dengan membawa aspirasi masyarakat 
desanya. 
 
 Kepala Desa dan BPD membahas mengenai perubahan 
status desa menjadi kelurahan yang diajukan kepada Camat dan 
dijadikan sebagai dasar rekomendasi Bupati Sragen dengan Surat 
Camat Gemolong tanggal 27 Oktober 2003 Nomor 140/1015-
54/2003 Tentang Permohonan Perubahan status empat Desa 
menjadi Kelurahan, yaitu Desa Gemolong, Ngembatpadas, 
Kragilan dan Kwangen Kecamatan Gemolong. 
 
 Untuk mengetahui persyaratan dan kelayakan Desa 
Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan, dan Kwangen menjadi 
Kelurahan maka Bupati Sragen membentuk suatu tim penelitian 


















































Nomor: 140/244/03/2003 Tentang Pembentukan Tim Penelitian 
Lapangan Perubahan Status Desa Menjadi Lelurahan Di Desa 
Gemolong Ngembatpadas Kragilan Dan Kwangen Kecamatan 
Gemolong Kabupaten Sragen. Tugas Tim Penelitian Lapangan 
adalah untuk melaksanakan penelitian lapangan tentang kelayakan 
perubahan status desa menjadi kelurahan di Desa Gemolong, 
Ngembatpadas, Kragilan, dan Kwangen. keanggotaan tim 
penelitian lapangan yang dibentuk oleh bupati sragen. 
 
 Laporan atas kelayakan perubahan status desa menjadi 
kelurahan di Desa Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan, dan 
Kwangen yang diberikan oleh Tim Penelitian Lapangan kepada 
Bupati Sragen dan menjadi dasar untuk diajukan kedalam 
Rancangan Peraturan Daerah pada saat rapat paripurna DPRD 
Sragen, yang kemudian pada tanggal 24 Desember 2003 ditetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 29 Tahun 2003 
Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Desa 
Gemolong, Ngembatpadas Kragilan Dan Kwangen Kecamatan 
Gemolong Kabupaten Sragen oleh Bupati Sragen Untung Wiyono. 
sehingga penelitian dibuat berdasarkan data dan laporan antara 
rentang tahun 2003 sampai 2004 pada saat pelaksanaan perubahan 





























































1. Implikasi Terhadap Birokrasi Publik di Kelurahan Gemolong, 
Ngembatpadas, Kragilan, dan Kwangen 
a. Terhadap struktur dan kewenangan 
Struktur dari desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat 
(Pamong) Desa. Beberapa kewenangan masing-masing 
sebagai berikut : 
Kepala Desa : 
1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk 
Desa dari calon yang memenuhi syarat dan 
ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa serta 
disahkan oleh Bupati ; 
2. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa; 
3. Membina kehidupan masyarakat Desa; 
4. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; 
5. penghasilan berupa tunjangan dan tanah bengkok; 
 
 
Perangkat (Pamong) Desa : 
Terdiri atas Sekretaris Desa dan Bagian Urusan.  
1. Sekretaris Desa merupakan Pegawai Negeri Sipil 
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan 
administrasi pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan serta membantu pelayanan 
ketatausahaan Kepala Desa. 
3. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan 
pelaporan 
4. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang 
dilakukan oleh Perangkat Desa. 
5. Menyusun program kerja tahunan dan laporan. 
6. Untuk Bagian Urusan di pimpin oleh Kepala 
Urusan 
7. Bagian Urusan menyelenggarakan tugas dan 
wewenang berdasarkan kebutuhan desa dan 




















































Setelah terjadi perubahan status menjadi kelurahan struktur 
dan kewenangan birokrasi publik pun berubah berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu .Struktur 
kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, 
dan Seksi-seksi kelurahan 
 
Kepala Kelurahan : 
1. Sebagai Pimpinan Pemerintahan Kelurahan 
menyelenggarakan Pemerintahan, 
Pembangunan dan Kemasyarakatan. 
2. Kepala Kelurahan diangkat oleh Bupati/Walikota 
atas usul Camat dari pegawai negeri sipil 



































































Pengaturan secara khusus tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
yaitu: 
1. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c). 
2. Masa kerja minimal 10 tahun. 
3. Kemampuan teknis dibidang administrasi 
pemerintahan dan memahami sosial budaya 
masyarakat setempat. 
Sekretaris Kelurahan : 
Pada dasarnya sama dengan saat berstatus desa 
namun yang berubah hanya namanya saja. dan 
wewenang lainnya yaitu perangkat kelurahan yang 




b. Terhadap status birokrasi publik 
 Implikasi yang terjadi kepada birokrasi publik 
dalam hal ini pamong desa adalah perberhentian para 
pamong desa dan digantikan dengan pejabat publik yang 
baru. Para pamong desa yang tercantum dalam susunan 
kepengurusan dalam tiap desa diberhentikan dan digantikan 
statusnya dari pamong desa menjadi perangkat kelurahan 
non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS). Akibat yang timbul 
atas pengangkatan tersebut menyebabkan perangkat 
kelurahan di Kelurahan , Ngembatpadas, Kragilan, dan 
Kwangen Kecamatan Gemolong tidak dapat menikmati 
haknya selayaknya  Pegawai Negeri Sipil seperti uang 
pensiun, tunjangan, kesejahteraan, dan gaji ke-13. Jabatan 
Non-PNS tersebut berlaku hanya sampai masa jabatan 


















































Sehingga kelurahan nantinya sudah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berstatus Pgawai 
Negeri Sipil. 
 
 Pengangkatan seorang Lurah atau Kepala Kelurahan  
telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 
Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Struktur Organisasi Dan 
Tata Kerja Kelurahan pada Bab II mengenai kedudukan, 
tugas, dan fungsi, Pasal 2 : 
(1) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. 
(2)    Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai 
Negeri Sipil. 
(3) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi : 
a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c). 
b. Masa kerja minimal 10 tahun. 
c. Kemampuan teknis dibidang administrasi 




 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 
Tahun 2006 tersebut mensyaratkan bahwa Lurah adalah 
Pegawai Negeri Sipil dikuatkan lagi pada ayat (3) dengan 
pangkat minimal III/c, sehingga seharusnya pejabat publik 
kelurahan terutama Lurah atau Kepala Kelurahan 
seharusnya diangkat menjadi PNS sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Daerah tersebut. Namun jika kita meninjau ulang 
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Pemerintah 
Kelurahan Kabupaten Sragen yang telah diganti oleh 


















































2006, tidak menyebutkan mengenai status dari Lurah atau 
perangkat kelurahan lainnya dengan tingkat Pegawai 
Negeri Sipil atau pun masa kerja yang telah ditempuhnya. 
 
 Untuk pergantian Pamong Desa menjadi Perangkat 
Daerah Non-PNS tersebut dilakukan berdasarkan Surat 
Keputusan Bupati Sragen Nomor: 821.2/19-11/2004 
Tentang Pengangkatan Lurah Desa dan Pamong Desa 
Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan, dan Kwangen 
Kecamatan Gemolong Menjadi Perangkat Kelurahan 
Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan, dan Kwangen 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Hasil dari Surat 
Keputusan Bupati Sragen Nomor: 821.2/19-11/2004 
tersebut sebagai berikut : 
 
 Berikut ini merupakan perangkat Kelurahan Gemolong: 
No Nama Pendidikan Jabatan Lama Jabatan Baru 



















































































































































perangkat Kelurahan Ngembatpadas 
no Nama Pendidikan Jabatan Lama Jabatan Baru 






































































































Perangkat Kelurahan Kragilan 
 
No Nama Pendidikan Jabatan Lama Jabatan Baru 






















































































































































Perangkat Kelurahan Kwangen 
 
No Nama Pendidikan Jabatan Lama Jabatan Baru 



















































































c. Terhadap Upah Birokrasi Publik 
  
 Perubahan status desa menjadi kelurahan mengubah 
pola keuangan kepala desa dan perangkat desa. 
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Agus 
Sumanto. S.Sos sebagai Seksi Pemerintahan Kecamayan 
Gemolong yakni pada saat masih berstatus pamong desa 
gaji yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa 
berupa tanah bengkok dan tunjangan, besarnya tunjangan 
yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa 
kurang lebih sejumlah 724.000 rupiah dan disesuaikan 


















































bengkok adalah tanah yang merupakan tanah desa yang 
penggunaannya untuk upah atau ganjaran kepada Kepala 
desa dan Perangkat desa.  
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 
Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Lurah 
Desa Dan Pamong Desa pasal 2 ayat (1)  Lurah Desa dan 
Pamong Desa diberi penghasilan berupa tanah bengkok 
yang diambilkan dari tanah Desa sesuai kemampuan Desa 
 
 Perbedaan yang mendasar antara kepala desa dan 
perangkat desa mengenai pembagian tanah bengkok, yaitu 
mengenai luas tanah yang dapat digarap ataupun diberikan 
sepanjang masih memegang jabatan sebagai Kepala Desa 
atau Perangkat Desa. Dalam setiap pemberian tanah 
bengkok terjadi perbedaan pada setiap desa hal tersebut 
terjadi berdasarkan kemampuan setiap desa untuk 
memberikan lahan berupa tanah bengkok itu sendiri. hal 
tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (2)  Luas tanah bengkok 
yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa 
diberikan berjenjang dan ayat (3)  Untuk keperluan kegiatan 
operasional Lurah Desa dan Biaya operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan Desa. 
 Walaupun tanah bengkok tersebut diberikan 
berdasarkan kemampuan Desa, namun terdapat patokan 
yang pasti dan tetap agar tidak melebihi batas kemampuan 
setiap desa yang diatur pada pasal 4 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2000 yaitu sebagai 
berikut :  
a. Luas tanah bengkok Lurah maksimal 4,000 Ha; 
b. Luas tanah bengkok Carik maksimal 2,000 Ha; 


















































d. Luas tanah bengkok Kepala Urusan maksimal 1,000 Ha; 
e. Luas tanah bengkok Petugas Teknis  maksimal 1,000 Ha; 
 
 Perubahan status desa menjadi kelurahan 
menimbulkan perubahan kepada birokrasi publiknya dari 
Pamong Desa menjadi Perangkat Daerah Non-Pegawai 
Negeri Sipil yang secara langsung  mengubah penerimaan 
perangkat kelurahan menjadi gaji tanah bengkok dan 
tunjangan. Untuk tanah bengkok yang diberikan masih 
sama seperti pada saat menjabat sebagai pamong desa, 
namun yang membedakannya adalah tunjangan yang 
diberikan sebesar 315.000 rupiah. Menurut Agus 
Sumanto.S.Sos, penurunan gaji atau upah tersebut menjadi 
konsekuensi yang harus dipenuhi dan diambil oleh 
perangkat kelurahan, hal tersebut dikarenakan adanya 
pembiayaan dari kas pemerintah daerah yang dialokasikan 
untuk perangkat Kelurahan. 
 
d. Terhadap Pelayanan yang Diberikan 
 Pelayanan yang diberikan pada saat berstatus 
sebagai desa masih bersifat kekeluargaan dan hanya 
bersifat formalitas dalam memajukan rumah tangga 
desanya, misalnya saja yang sering terjadi dalam 
memberikan pelayanan pembuatan surat-surat terhadap 
masyarakat dengan diikuti oleh pungutan yang bersifat 
formal atau guna mengisi kas desa sebesar 5.000 sampai 
10.000 rupiah, sering kali dengan memberikan atau 
menggantinya dengan sebungkus rokok, menurut Agus 
Sumanto. Ada juga karena telah dibantu untuk pengurusan 
suatu kewajiban masyarakat sering memberikan sesuatu hal 



















































 Tindakan tersebut sering terjadi karena beberapa hal 
yaitu peraturan desa yang kurang ditegakkan dan 
“kebodohan” masyarakat desa itu sendiri, sehingga dengan 
perubahan status desa menjadi kelurahan menyebabkan 
pelayanan yang lebih baik dan lebih tegas hubungan antara 
pejabat publik dan masyarakat. Profesionalitas itu didapat 
dari penerapan peraturan yang lebh tinggi karena kelurahan 
tidak dapat menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan 
perlu ada koordinasi dari kecamatan. 
 Secara tidak langsung kecamatan berhak mengawasi 
kinerja kelurahan kerena secara struktural kelurahan berada 
dibawah kecamatan. jika pada saat berstatus sebagai desa 
maka desa memiliki badan pengawas dan perwakilan 
masyarakat desa yaitu BPD (Badan permusyawaratan 
Desa), namun ketika status desa berubah menjadi kelurahan 
maka BPD langsung dihapuskan.  
 
 Perbedaan sebelum dan sesudah perubahan status 
desa menjadi kelurahan sebagai berikut : 
 
 Sebelum perubahan status Proses perubahan status Setelah perubahan status 
    
Struktur dan 
kewenangan 
Kepala desa, Sekretaris Desa 
Pamong desa kewenangan 
mengatur rumah tangga desanya 




Kelurahan Seksi bagian 
dengan kewenangan 
bersifat hierarki dari 
pemerintah diatasnya 
kecamatan dan kabupaten 
Kepala 
kelurahan,Sekretaris 
Kelurahan Seksi bagian 
dengan kewenangan 























































Kepala Desa dan Pamong desa Kepala Kelurahan dan 
Pegawai Sipil non PNS 




Lurah desa (Kepala Desa), Carik 
Kepala Urusan, dan bayan 
Kepala 
kelurahan,Sekretaris 






Uang Rp.724.000 dan tanah 
bengkok 
Uang Rp. 315.000 dan 
tanah bengkok 
Berdasarkan pangkat 
atau golongan PNS 
Pelayanan 
birokrasi publik 
Bersifat kekeluargaan dan 
pelayanan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat dengan 
pemberian imbalan 
Pelayanan lebih baik 
berdasarkan atauran yang 
berlaku dan pengawasan 
dari kelurahan 
Pelayanan lebih baik 







2. Permasalahan Yang Dihadapi Birokrasi Publik dalam Pelaksanaan 
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Sragen 
dan Solusi Mengatasi Permasalahan. 
 
a. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perubahan 
status Desa menjadi Kelurahan. 
 Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa 
perubahan status Desa menjadi Kelurahan memiliki 
permasalahan yang timbul walau bukan suatu yang 
mendasar. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 
Agus Sumanto.S.Sos sebagai Seksi Pemerintahan 
Kecamatan Gemolong, bahwa permasalahan yang timbul 
merupakan konsekuensi yang harus ditanggung yaitu : 
1) Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa 


















































Daerah (APBD) Kabupaten dan besarnya paling 
sedikit sama dengan upah minimum regional 
kabupaten, sedangkan upah yang diterima oleh 
pejabat Kelurahan berasal dari pembiayaan 
pemerintah daerah sendiri.  
2) Belum adanya peraturan yang tegas dalam 
penghasilan untuk Perangkat Daerah Non-PNS. 
Berbeda dengan sebelumnya yang diatur pada 
Peraturan Daerah Sragen Nomor 2 Tahun 2010 
yang menggantikan Peraturan Daerah Sragen 
Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa. 
3) Terjadi penurunan penghasilan terutama untuk 
tunjangan yang diberikan dari pamong desa menjadi 
Perangkat Daerah Non-PNS yaitu yang sebelumnya 
sebesar 724.000 Rupiah menjadi 315.000 Rupiah. 
4) Pembubaran beberapa lembaga Desa terutama 
Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang telah 
berperan penting dalam rumah tangga di Desa 
Gemolong, Ngembatpadas, Kragilan, Dan 
Kwangen. 
 
b. Solusi Mengatasi Permasalahan dalam pelaksanaan 
perubahan status Desa menjadi Kelurahan. 
 Pada dasarnya menurut Agus Sumanto.S.Sos, tidak 
ada permasalahan yang penting sehingga dapat 
mengganggu pelaksanaan pelaksanaan perubahan status 
Desa menjadi Kelurahan di Desa Gemolong, 
Ngembatpadas, Kragilan, Dan Kwangen. Namun setiap 
permasalahan yang timbul segera direspon secepatnnya dan 


















































patokan dalam kegiatan perubahan status Desa menjadi 
Kelurahan. Adapun solusi yang dilaksanakan antara lain : 
1) Memperjelas kembali penghasilan yang diterima 
oleh Perangkat Daerah Non-PNS atau paling tidak 
sama seperti waktu masih berstatus  Pamong Desa, 
sehingga tidak terjadi kesenjangan dan lebih 
profesional. 
2) Dibuatkan peraturan secara tertulis baik dalam 
Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati 
mengenai kedudukan serta keuangan Perangkat 
Daerah Non-PNS. 
3) Kecamatan Gemolong memegang peran penting 
dalam berkoordinasi sekaligus mengawasi 
kelurahan yang baru dibentuk dalam menggantikan 
peran Badan permusyawaratan Desa (BPD), yaitu 






































































 Berdasarkan pembahasan bab III, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Implikasi atas perubahan status Desa menjadi Kelurahan terhadap 
birokrasi publik di Kabupaten Sragen, yaitu terjadi banyak 
perubahan terhadap birokrasi publik diantaranya status berubah 
menjadi Pejabat Daerah Non-PNS sampai masa jabatan berakhir 
setelah itu diangkat pejabat baru oleh Kabupaten, perubahan 
sumber dana dan besarnya pendapatan atau upah birokrasi publik 
yang semula tanah bengkok dan uang tunjangan berubah menjadi 
berdasarkan golongan dan jabatan, dibubarkannya beberapa 
lembaga yang tidak sesuai dengan kelurahan dan peningkatan 
pelayanan yang diberikan.  
2. Permasalahan yang dihadapi birokrasi publik dalam pelaksanaan 
perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Sragen 
dan solusi untuk mengatasi permasalahan, yaitu penurunan 
pendapatan birokrasi publik dengan solusi pemberian tunjangan 
yang lain, dibubarkannya beberapa lembaga yang tidak sesuai 
dengan kelurahan dengan solusi membentuk lembaga yang sesuai 
dengan kelurahan dan kecamatan memegang peran penting untuk 
mengawasi kinerja serta belum adanya peraturan yang lebih 




























































1. pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan perlu 
dipertimbangkan mengenai latar belakang perubahan status 
desa menjadi kelurahan terutama faktor-faktor yang 
mendukung. 
2. Perlu peningkatan pendapatan bagi birokrasi publik yang 
baru terutama dalam masalah upah atau gaji sehingga 
terjadi kemakmuran dan bentuk profesionalisme dalam 
pelayanan publik. 
3. Kecamatan meningkatkan kinerjanya guna mendorong 
kemajuan serta mengawasai kinerja kelurahan yang baru 
dalam jangka waktu sementara, karena hilangnya lembaga-
lembaga dalam masyarakat. 
4. Perlu diadakan upaya untuk pendataan terhadap masalah-
masalah  yang timbul walau sekecil apapun guna dijadikan 
acuan untuk pelaksanaan perubahan status desa menjadi 
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